
 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

1. PENDAHULUAN 

Perencanaan kontingensi sebagai salah satu bentuk perencanan dalam 

penyelenggaraan penanggulangan bencana yang  disepakati bersama dalam 

penanganan situasi darurat bencana, dimana rencana kontingensi dibuat spesifik 

untuk satu jenis ancaman bencana yang menunjukkan tanda, mempunyai 

kecenderungan, atau dipandang berpeluang, untuk terjadi, baik dalam situasi ketika 

kejadian sudah dapat ditentukan ataupun belum. Dalam perencanaan ini disusun 

suatu skenario sebagai dasar perencanaan dan disepakati tujuan, penetapan, 

tindakan manajemen dan pengaturan teknis, dan persetujuan tentang sistem 

tanggapan dan pengerahan potensi yang disetujui bersama. Kegiatan ini dimaksud 

untuk dan yang hasilnya ditetapkan secara formal. 

Posisi Indonesia yang terletak pada pertemuan tiga lempeng/kulit bumi aktif 

yaitu lempeng Indo-Australia di bagian selatan, Lempeng Euro-Asia di bagian utara 

dan Lempeng Pasifik di bagian Timur. Ketiga lempeng tersebut bergerak dan saling 

bertumbukan sehingga lempeng Indo-Australia menunjam ke bawah lempeng 

EuroAsia. Posisi Pulau Bali, yang terletak di sebelah timur Pulau Jawa, merupakan 

bagian dari kepulauan Sunda Kecil sepanjang 153 km dan selebar 112 km, posisinya 

yang langsung berhadapan dengan Samudera Indonesia di bagian selatan, memiliki 

beberapa gunung api aktif, kawasan hutan, tentunya memiliki potensi ancaman 

bencana. Kepadatan penduduk yang tinggi di selatan Bali, serta tingginya kunjungan 

wisatawan menjadikan kerentanan Provinsi Bali semakin meningkat, sehingga 

diperlukan suatu dokumen perencanaan sebagai panduan bagi Pemerintah Provinsi 

Bali dalam membangun sistem penanggulangan bencana yang menyeluruh dan 

terintegrasi. 

Permendagri Nomor 101 Tahun 2018, tentang  Standar Teknis Pelayanan Dasar 

pada SPM Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota, dimana SPM sub Urusan 

Bencana sangat dibutuhkan oleh hampir seluruh warga negara.  Penyusunan rencana 

kontingensi (layanan pokok) sebagai bagian dari pemenuhan SPM sub Urusan 

Bencana pada Pencegahan dan Kesiapsiagaan supaya dapat manfaatnya dirasakan 

langsung oleh masyarakat, perlu ditindaklanjuti menjadi kegiatan : Gladi, penyedian 

peralatan pendukung keselamatan, peta jalur evakuasi, tempat evakuasi dan lain 

sebagianya.  

 

2. Tingkat Risiko Bencana di Provinsi Bali 

Pengkajian risiko  merupakan perangkat dan implementasi untuk mendapatkan 

informasi dan/atau informasi spasial risiko bencana yang dilakukan untuk:  

a. Mengetahui tingkat dan sebaran dari bahaya bencana  

b. Mengetahui tingkat dan sebaran kerentanan sosial, ekonomi, dan lingkungan  

c. Menghitung kemungkinan dampak/paparan risiko bencana – dalam bentuk 

jumlah jiwa yang berada di wilayah berisiko bencana, jumlah nilai fisik bangunan 



diwilayah berisiko bencana, jumlah nilai potensi ekonomi di wilayah berisiko 

bencana; serta jumlah luas lahan konservasi/lindung lingkungan di wilayah 

berisiko bencana  

d. Mengetahui tingkat kemampuan pemerintah dalam mengelola risiko bencana  

e. Mengetahui tingkat dan sebaran dari risiko bencana 

 

Hasil pengkajian tingkat risiko bencana di Provinsi Bali dapat dilihat 

sebagaimana tabel di bawah ini: 

 

Tabel Tingkat Risiko Bencana Provinsi Bali 

No Jenis Bahaya 
Kelas 

Bahaya 

Kelas 

Kerentanan 

Kelas 

Kapasitas 

Kelas 

Risiko 

1 Banjir Tinggi Tinggi Sedang Tinggi 

2 Banjir Bandang  Tinggi Tinggi Sedang Tinggi 

3 Cuaca Ekstrim  Tinggi Tinggi Sedang Tinggi 

4 
Gelombang 

Ekstrim dan Abrasi  
Tinggi Tinggi Sedang Sedang 

5 Gempabumi  Tinggi Tinggi Sedang Tinggi 

6 Likuefaksi  Sedang Sedang Sedang Sedang 

7 
Kebakaran Hutan 

dan Lahan  
Tinggi Tinggi Sedang Tinggi 

8 
Letusan Gunungapi 

Agung  
Tinggi Tinggi Sedang Tinggi 

9 
Letusan Gunungapi 

Batur  
Tinggi Tinggi Sedang Tinggi 

10 Kekeringan  Tinggi Tinggi Sedang Tinggi 

11 Tanah Longsor  Tinggi Tinggi Sedang Tinggi 

12 Tsunami  Tinggi Tinggi Sedang Tinggi 

13 
Epidemi dan 

Wabah Penyakit  
Rendah Rendah Tinggi Rendah 

14 
Kegagalan 

Teknologi  
Rendah Rendah Sedang Rendah 

15 Covid-19  Tinggi Rendah Tinggi Rendah 

Sumber : KRB Nasional Provinsi Bali 2022-2026, BNPB 

 



 

3. Analisis Kejadian Bencana 

 

Sejarah kejadian bencana yang pernah terjadi di suatu wilayah akan 

menjadi dasar dalam pengkajian risiko bencana di wilayah tersebut. Catatan 

sejarah kejadian bencana beserta besaran dampak yang ditimbulkan dapat 

dijadikan sebagai pemahaman terhadap risiko bencana terkait dengan 

kerentanan, kapasitas, paparan, karakteristik bahaya dan lingkungan sehingga 

dapat diketahui upaya yang dapat dilakukan untuk pengurangan terhadap 

risiko bencana tersebut. Catatan kejadian bencana yang pernah terjadi di 

Provinsi Bali menurut catatan Data Informasi Bencana Indonesia (DIBI) yang 

dikeluarkan oleh BNPB dapat dilihat pada tabel berikut 

 

Tabel Sejarah Kejadian Bencana di Provinsi Bali Tahun 1999-2019 

Bencana Jumlah 

Kejadian 

Korban (jiwa) 
Rumah 

Rusak 

Berat 

(unit) 

Rumah 

Rusak 

Ringan 

(unit) 

Kerusakan    

Lahan (Ha) 

Meninggal Luka-luka Hilang Mengungsi 

1 Banjir 98 2.981 37613  46.759 4.222 353 5.348,00 

2 
Cuaca 

Ekstrim 
117 48 334 11 820 4.662 53 1.026 

3 

Gelombang 

Ekstrim & 

Abrasi 

22 5 91 - - 58 4 332 

4 Gempabumi 34 5 - - 10.016 6 3 - 

5 

Kebakaran 

Hutan & 

Lahan 

29 10 14 - 26 9 4 65 

6 Kekeringan 27 493 362 1 625 218 - 17 

7 
Letusan 

Gunungapi 
36 3 - - 11.523 8 15 - 

8 
Tanah 

Longsor 
131 25 44 1 67.766 108 103 154 

Total 494 3.570 1.221 26 137.535 9.291 535 6.942 

(Sumber: Kajian Risiko Bencana 2022 - 2026, BNPB 2022) 

 

4. Analisi Kecenderungan Kejadian Bencana 

 

Provinsi Bali memiliki indeks risiko bencana dan jumlah jiwa terpapar 

yang cukup tinggi. Salah satu dasar diperlukannya upaya penanggulangan 

bencana adalah dengan melihat kejadian bencana yang pernah terjadi di 

Provinsi Bali. Berdasarkan data kejadian bencana dari DIBI terdapat 8 (delapan) 

jenis bencana alam pernah terjadi di wilayah Provinsi Bali dalam kurun waktu 



tahun 2009-2019. Kejadian bencana yang pernah terjadi tersebut 

menimbulkan dampak, baik korban jiwa, kerugian harta benda maupun 

kerusakan lingkungan/lahan serta menimbulkan dampak psikologis bagi 

masyarakat 

 

 
Grafik Kecenderungan Kejadian Bencana di Provinsi Bali Tahun 1999 – 2019 

Sumber : Data Informasi Bencana Indonesia, BNPB, 2020 

 

Pada grafik di atas, terlihat kecenderungan kejadian bencana di Provinsi 

Bali Tahun 2009-2019. Terlihat dalam kurun 2009-2012, ada kecenderungan 

naik pada beberapa jenis bencana. Lalu periode 2012-2015, rata-rata terjadi 

penurunan kuantitas kejadian bencana, hingga terjadi kenaikan pada tahun 

2016 dan puncaknya di 2018. Di tahun 2019, terdapat 5 (lima) jenis bencana 

yang mengalami penurunan jumlah kejadian, sementara 3 (tiga) bencana 

lainnya menunjukkan kenaikan jumlah kejadian. Bencana yang dimaksud 

adalah Angin Puting Beliung, Kebakaran Hutan dan Lahan, dan Kekeringan 

Berdasarkan data kejadian dan grafik diatas, maka dilakukan analisis 

kecenderungan menggunakan tabel analisis berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabel Analisis Kecenderungan Kejadian Bencana 

 

No Jenis Bencana 
Gambaran 

Kecenderungan 

Tingkat 

Kecenderungan 

Sumber 

Data/Informasi 

atau Rujukan 

1 Banjir 98 Meningkat DIBI 

2 Cuaca Ekstrim 117 Meningkat DIBI 

3 
Gelombang 

Ekstrim & Abrasi 
22 Meningkat DIBI 

4 Gempabumi 34 Meningkat DIBI 

5 
Kebakaran Hutan & 

Lahan 
29 Meningkat DIBI 

6 Kekeringan 27 Menurun DIBI 

7 
Letusan 

Gunungapi 
36 Menurun DIBI 

8 Tanah Longsor 131 Meningkat DIBI 

 

 

Berdasarkan tingkat risiko dan sejarah kejadian, diperoleh hasil 

keterangan tingkat kerawanan dan tingkat kecenderungan, sebagai berikut. 

 

 

Tabel Analisis Tingkat Risiko dan Kecenderungan Bencana Provinsi Bali 

 

No Jenis Bahaya 
Tingkat 

Risiko 

Tingkat 

Kecenderungan 

Argumentasi tingkat 

Kecendrungan 

1 Banjir Tinggi Meningkat 

Intensitas kejadian 

Meningkat, dampak besar 

dan luas 

2 Banjir Bandang  Tinggi Meningkat 
Intensitas kejadian 

Meningkat, dampak lokal 

3 Cuaca Ekstrim  Tinggi Meningkat 

Intensitas kejadian 

Meningkat, dampak besar 

dan luas 



4 
Gelombang Ekstrim 

dan Abrasi  
Sedang Meningkat 

Intensitas kejadian 

Meningkat, dampak besar 

dan luas 

5 Gempabumi  Tinggi Tetap 

Intensitas frekuensi kejadian 

tetap, potensi dampak 

kerusakan sedang dan luas 

6 Likuefaksi  Sedang Tetap 
Intensitas kejadian tetap, 

dampak tidak meluas 

7 
Kebakaran Hutan 

dan Lahan  
Tinggi Meningkat 

Intensitas kejadian 

Meningkat, dampak besar 

dan luas 

8 
Letusan Gunungapi 

Agung  
Tinggi Tetap 

Intensitas kejadian Menurun, 

berulang, dampak meluas 

9 
Letusan Gunungapi 

Batur  
Tinggi Tetap 

Intensitas kejadian Menurun, 

berulang, dampak meluas 

10 Kekeringan  Tinggi Tetap 

Intensitas kejadian tetap, 

tidak berulang, dampak tidak 

meluas 

11 Tanah Longsor  Tinggi Meningkat 

Intensitas kejadian 

Meningkat, dampak besar 

dan luas 

12 Tsunami  Tinggi Tetap 
Intensitas kejadian tetap, 

berulang, dampak meluas 

13 
Epidemi dan Wabah 

Penyakit  
Rendah Meningkat 

Intensitas kejadian 

Meningkat, dampak besar 

dan luas 

14 Kegagalan Teknologi  Rendah Tetap 

Intensitas kejadian tetap, 

berulang, dampak tidak 

meluas 

15 Covid-19  Rendah Meningkat 

Intensitas kejadian 

Meningkat, dampak besar 

dan luas 

 

 

5. Penentuan Prioritas 

 

Dalam penyusunan draft awal RPB Provinsi Bali yang dilaksanakan pada 

tahun 2022, berdasarkan matrik penentuan risiko dan kesepakatan bersama 

antar stakeholder terkait, bahwa risiko bencana yang berada dalam kolom 

merah merupakan prioritas risiko bencana yang akan ditangani daerah. 

Perencanaan penanggulangan bencana terfokus pada bencana yang dalam hal 

ini memiliki risiko yang tinggi dan jumlah kejadian yang tiap tahun mengalami 

peningkatan serta memiliki dampak yang meluas pada tiap-tiap daerah hingga 

ke Provinsi Bali. Berdasarkan kajian risiko bencana Provinsi Bali tahun 2022 – 

2026, bencana prioritas berikut merupakan bencana yang banyak 



menimbulkan kerugian baik harta maupun jiwa dibandingkan dengan bencana 

lainnya yang terjadi di Provinsi Bali. 

 

Tabel Matrik Analisis Risiko Bencana Prioritas dan Bukan-Prioritas 

 

PRIORITAS BENCANA 

YANG DITANGANI 

KECENDERUNGAN KEJADIAN BENCANA 

MENURUN TETAP MENINGKAT 

TINGKAT 

RISIKO 

BENCANA 

RENDAH 
  Epidemi dan Wabah 

Penyakit 

SEDANG 

 

 

Gelombang Ekstrim 

dan Abrasi 

TINGGI 

Kekeringan Letusan 

Gunungapi, 

Tsunami, 

Gempabumi, 

Banjir, Cuaca 

Ekstrim, Kebakaran 

Hutan dan Lahan, 

Tanah Longsor 

 

 

 
 

Berikut ancaman bencana prioritas yang dipilih adalah ancaman bencana yang 

berdampak masif dan perlu ditangani di tingkat provinsi yaitu diantaranya : 

a. Gempabumi 

b. Tsunami 

c. Cuaca Ekstrim 

d. Epidemi dan Wabah Penyakit 

e. Erupsi Gunung Api 

 

6. Kondisi Renkon Provinsi Bali 

 

No.  Nama Dokumen Masa Berlaku No. Regulasi Keterangan 

1 Renkon Gn. Api Agung 2012 2016 
  

2 Renkon Tsunami 2013 2017 Pergub 24 Tahun 
2013 

Sudah  selesai dilakukan 
proses riview tahun 2021 
s.d. 2022, proses 
pengajuan pergub 

3 Renkon Kebakaran Hutan & 
Lahan 

2015 2019 Pergub 14 Tahun 
2016 

 

4 Renkon Gn. Api Batur 2015 2019 
  



5 Renkon Banjir 2016 2021 Pergub 64 Tahun 
2016 

 

6 Renkon Tanah Longsor 2016 2021 Pergub 65 Tahun 
2017 

 

7 Renkon Penanganan 
Dampak Terorisme 

2021 2024  Proses Pergub 

8 Renkon Influenza 2021 2024  Proses Pergub 

 

7. Kegiatan Review Renkon Tsunami di Provinsi Bali Tahun 2021 dan 2022  

 

Dokumen Renkon Tsunami Provinsi Bali, pertama kali disusun pada tahun 2013 

yang dalam penyusunannya di didukung oleh BNPB. Melalui dukungan Tim 

SiapSiaga Bali, pada tahun 2021-2022 dilakukan proses pembaharuan 

dokumen Renkon Tsunami Provinsi Bali, dengan proses kegiatan sebagai 

berikut : 

a. Rapat Persiapan Pembaharuan Rencana Kontijensi Tsunami Provinsi Bali, 

dilaksanakan pada tanggal 30 Juni 2021 di BPBD Provinsi Bali. Rapat 

diipimpin langsung oleh Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Bali, dimana 

tujuan rapat membahas hal teknis penting berkaitan dengan pembaharuan 

Renkon Tsunami. Rapat di hadiri unsur perwakilian dari :  

- Karo Ops Kepolisian Daerah Bali 

- Kasi Ops Korem 163/Wirastya 

- Perwakilan TNI Angkatan Laut Denpasar 

- Perwakilan TNI Angkatan Udara Ngurah Rai 

- Staf Ahli Gubernur Bidang Khusus Mitigasi Bencana 

- PLN Unit Induk Distribusi Bali 

- Telkom Witel Denpasar (melalui zoom) 

- PMI Provinsi Bali (melalui zoom) 

- BMKG Wilayah III Denpasar 

- Kantor Pencarian dan Pertolongan Denpasar 

- BPBD Provinsi Bali 

- Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan 

Permukiman Provinsi Bali 

- Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 

Provinsi Bali 

- Dinas Kesehatan Provinsi Bali (melalui zoom) 

- Ketua Forum Ikatan Ahli Bencana Indonesia 

- Forum Perguruan Tinggi  

- Sub-national Siap Siaga, Team Bali (melalui zoom) 

b. Kesepakatan penentuan skenario Bencana Tsunami, dilakukan pertemuan 

secara daring mengundang stakeholder terkait (TNI/POLRI, instansi vertikal, 

OPD Pemerintah Provinsi Bali, BUMN/BUMD, BPBD Kabupaten/kota, 



Forum PRB dan SiapSiaga Team Bali) pada tanggal 7 Oktober 2021 dengan 

narasumber dari Balai Besar MKG Wilayah 3 Provinsi Bali. Disepakati 

skenario bencana tsunami sebagai berikut : 

 

SKENARIO KEJADIAN GEMPA 

Tanggal 25 Bulan XXX Tahun 20XX 

Pukul 10.27.12 Wita 

Kekuatan 8,5, kedalaman Pusat Gempa 15 Km 

Posisi 10.46 LS - 115.00 BT 

 

 

c. FGD Pembaharuan Renkon Tsunami Provinsi Bali, dilakukan pada tanggal 

28-29 Oktober 2021 di Hotel Golden Tulip Denpasar, dengan keluaran draft 

Renkon Tsunami Provinsi Bali. Peserta FGD yang hadir berasal dari unsur: 

- Polda Bali 

- Balai Besar MKG Wilayah III Denpasar 

- Kantor Pencarian dan Pertolongan Denpasar 

- PMI Provinsi Bali 

- OPD Provinsi Bali (Bappeda Provinsi Bali, Dinas Perhubungan Provinsi Bali, 

Dinas PUPR Perkim Provinsi Bali, Dinsos Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan Anak Provinsi Bali, Dinkes, Diskominfos, Dispar, dan Dinas 

Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Bali) 

- BPBD Kota Denpasar, BPBD Badung, BPBD Gianyar, BPBD Klungkung dan 

BPBD Buleleng 

- Forum PRB Provinsi Bali dan SIAPSIAGA Team Bali 



 
 

d. Dalam rangka mendukung pelaksanaan GPDRR ke-7, BNPB, Pemerintah 

Provinsi Bali bersama Pemerintah Kabupaten Badung, melakukan 

pemutakhiran renkon tsunami  dalam workshop yang berlangsung di Bali 

pada tanggal 14 – 18 Maret 2022. Renkon Tsunami yang disusun oleh 

Pemerintah Kabupaten Badung sejak 2013 belum pernah dimutakhirkan, 

sedangkan untuk Pemerintah Provinsi Bali telah melakukan pemuktakhiran 

pada Tahun 2021 dengan panduan renkon versi. 4.0. dan dalam workshop 

ini dilakukan update dokumen dan data ke versi panduan renkon 5.0. 

 



 
 

e. sinkronisasi Rencana Kontingensi Tsunami Provinsi Bali dengan Rencana 

Kontingensi Tsunami Kabupaten Badung Tahun 2022, oleh tim penulis masing 

masing dilaksanakan pada tanggal  20 Mei 2022. 

 

8. Rekomendasi 

 
Berikut adalah rekomendasi yang dapat diberikan dalam dokumen pembelajaran 

penyusunan dokumen Renkon di Provinsi Bali 

a. Dalam draft RPB Provinsi Bali telah disepakati ancaman bencana prioritas yang 

berdampak masif dan perlu ditangani di tingkat provinsi yaitu : Gempabumi, 

Tsunami, Cuaca Ekstrim, Epidemi dan Wabah Penyakit dan Erupsi Gunung Api. 

Penyediaan dokumen Renkon di tingkat provinsi sesuai rekomendasi RPB baru 

pada Renkon Tsunami, Wabah Penyakit dan Erupsi Gunung Api (sudag kadaluarsa 

perlu diriview). Dokumen renkon bencana lainnya diluar bencana prioritas 

provinsi tidak dilakukan pembaharuan lagi. 

b. Sebagian besar Kabupaten/kota di Provinsi Bali belum melakukan 

penyusunan/pemuktahiran renkon. Baru Kabupaten Buleleng dan Kabupaten 

Badung yang melakukan pemuktahiran renkon tsunami. Tiap kabupaten/kota 

agar melakukan penyusunan renkon berdasarkan tingkat prioritas ancaman.  

c. Dukungan Pendanaan yang mencukupi sangat diperlukan dalam pemenuhan 

kebutuhan dokumen renkon. Dampak covid-19, sumber pendanaan dari APBD 

Provinsi Bali s.d.Tahun 2023 masih terbatas. 

d. Dalam Penyusunan renkon tsunami di Provinsi Bali, dukungan komitmen 

keterlibatan dan data dari beberapa OPD/instansi yang terlibat belum maksimal. 

e. Renkon yang telah disusun, ditindaklanjuti dengan pengesahan kepala daerah  

f. Uji renkon melalui kegiatan Gladi Lapang belum dilakukan, baru pada tahap TTX.  

 


